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TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

bahwa untuk menindaklanjuti Rekomendasi Badan
Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Kebijakan
Akuntansi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin
terkait Beban Dibayar Dimuka dan Aset Biologis Anakan
Satwa Rusa;

bahwa Peraturan Bupati Nomor 244 Tahun 2021
tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten
Musi Banyuasin belum mengakomodir Kebijakan
Akuntansi Perjanjian Konsesi Jasa-Pemberi Konsesi dan
Kebijakan Akuntansi Properti Investasi sehingga perlu
diubah;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan
Bupati Nomor 244 Tahun 2021 tentang Kebijakan

Akuntansi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di
Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 1821);
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 43595);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan dan Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang, (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembar Negara Republik
Indonesia Nomor 6841);

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang
Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005
tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
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Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6119);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
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Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah 28 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun
2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6523);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6279);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015
tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan
Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1752);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 547);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016
tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 2083);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin
(Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun
2008 Nomor 32);

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang
Pengelola Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020 Nomor 9);
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 11
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Musi

Banyuasin Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 244 TAHUN

2021

TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH

KABUPATEN MUSI BANYUASIN.



Pasal I
Ketentuan Pasal 3 dalam Peraturan Bupati Nomor 244 Tahun
2021 (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021
Nomor 244) tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah
Kabupaten Musi Banyuasin diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Banyuasin tentang Kebijakan Akuntansi

Pasal 3

(1) Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Musi

Pemerintah

Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana tercantum dalam

Lampiran sebagai berikut:

Lampiran I

Lampiran II
Lampiran III

Lampiran IV
Lampiran V

Lampiran VI
Lampiran VII
Lampiran VIII

Lampiran IX
Lampiran X
Lampiran XI
Lampiran XII
Lampiran XIII
Lampiran XIV

Lampiran XV

Lampiran XVI
Lampiran XVII
Lampiran XVIII
Lampiran XIX
Lampiran XX
Lampiran XXI
Lampiran XXII
Lampiran XXIII
Lampiran XXIV

Kerangka Konseptual Kebijakan
Akuntansi Pemerintah Daerah;
Penyajian Laporan Keuangan;

Laporan Realisasi Anggaran dan
Laporan Perubahan Saldo Anggaran
Lebih;

Neraca;

Laporan Operasional dan Laporan
Perubahan Ekuitas;

Laporan Arus Kas;

Catatan atas Laporan Keuangan;
Akuntansi Laporan Keuangan
Konsolidasian;

Akuntansi Kas dan Setara Kas;
Akuntansi Piutang;

Akuntansi Persediaan;

Akuntansi Investasi;

Akuntansi Aset Tetap;

Akuntansi Perjanjian Konsesi Jasa-
Pemberi Konsesi

Akuntansi Konstruksi
Pengerjaan;

Akuntansi Properti Investasi
Akuntansi Dana Cadangan;
Akuntansi Aset Lainnya;
Akuntansi Kewajiban;
Akuntansi Pendapatan-LO;
Akuntansi Pendapatan-LRA;
Akuntansi Beban;
Akuntansi Belanja;
Akuntansi Transfer;

Dalam
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Lampiran XXV : Akuntansi Pembiayaan;

Lampiran XXVI : Akuntansi Koreksi Kesalahan;

Lampiran XXVII : Pernyataan Tanggung Jawab Kepala
Daerah dan Kepala Satuan Kerja
Perangkat Daerah.

(2) Lampiran Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan dan
Kebijakan Akuntansi Akun sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal W Pesember 2023

PARAF Pj. BUPATI MUSI BANYUASIN,

Pj. Sekretaris Daerah /qtf
Asisten Administrasi Umunt’ [-\-
Kepala Badan Pengelola

Keuangan dan Aset Daerah X

\

\

H. APRIYADI

Diundangkah di Sekayu
pada tanggal W Oesember 2023

Pj. SEKR RIS DAERAH
KAB MUSI BANYUASIN,

\

MUSNI WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2023 NOMOR $3



